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PELANGGARAN GENOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT

AYU SETIA WAT]I, DINDA RASELLA EFENDI, LUFTY BRYAN FIRMANYAH, M. ZAINUL
ARIFIN MUNTHE, TATA DHEA WIMALA1

Abstrak

Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau
budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena
kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah
internasional dalam suatu negara. Kejahatan genosida pada hukum pidana
internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan
yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948,
statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY),
statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) serta statuta
Roma 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak kejahatan
genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional dan cara
penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara Hukum
Internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau
yuridis normatif. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum
primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan
perundang-undangan, dan pendekatan kasus hukum dalam membantu
mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab
utama dari kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi dengan adanya
perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik
serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindak kejahatan
yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya
merupakan tindak kejahatan internasional genosida, karena sudah
memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi
terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan
untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu.

Kata Kunci: Kejahatan Genosida, Pelanggaran HAM Berat

A. Pendahuluan

Suatu kejahatan yang dilakukan secara penyerangan terhadap orang lain akibat
perselisihan dari etnis atau budaya sering sebut sebagai kejahatan manusia pada
hukum internasional yang mengarah pada perbuatan dalam bentuk pembunuhan
secara massal terhadap penyiksaan pada anggota tubuh manusia. Dalam hal ini
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perselisihan akan semakin meningkat dan mengarah pada suatu perbuatan yang lebih
agresif dan orang yang melakukan hal tersebut akan semakin melakukannya di luar
batas bahkan termasuk pada perbuatann yang berat. Golongan tindakan atau perbuatan
yang berat ini merupakan pembantain besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu
yang mengakibatkan banyaknya korban dan kerugian materiil ataupun immateriil. Hal
tersebut disebut sebagai kejahatan genosida.?

Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya
dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok
tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu
negara. Pengertian genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1948, diartikan sebagai
suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis atau agama.3 Pengertian genosida tersebut
kemudian tertuang dalam statuta Internasional Criminal Court (ICC) dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan
HAM).

Kelompok bangsa dalam pengertian genosida merupakan kelompok yang
mempunyai identitas yang berbeda tetapi dalam satu tanah air bersama sedangkan
kelompok ras merupakan kelompok yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat secara
turun temurun. Kelompok etnis sendiri merupakan kelompok yang mempunyai bahasa,
kebudayaan serta tradisi yang sama secara turun temurun dan merupakan warisan
bersama. Oleh karena itu dengan membunuh kelompok-kelompok tersebut termasuk
dalam elemen- elemen dari kejahatan genosida.

Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia
tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan
terhadap manusia, dimana kejahatan genosida tertuju pada kelompok-kelompok
seperti bangsa, ras, etnis ataupun agama sedangkan kejahatan terhadap manusia
ditujukan pada warga negara dan penduduk sipil. Kemudian kejahatan genosida ini
dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya sedangkan kejahatan terhadap
manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut.

Kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar
biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada
Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former
Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) serta
statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan genosida sebagai the most
serious crimes of concern of international community as a whole.*

Pada Pasal 7 UU Pengadilan HAM dinyatakan bahwa kejahatan genosida
merupakan kejahatan yang melanggar HAM yang berat karena tindakannya dilakukan
dengan cara membunuh, yang menyebabkan penderitaan yang berat, kemusnahan,

ZHuman Rights Watch. Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
(Elsam. Jakarta. 2010). Hal 57
3Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014). Hal.57
4Tolib Effendi. Hukum Pidana Internasional. (Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2014). Hal.63
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pemaksaan oleh kelompok-kelompok bahkan pemidahan anak-anak yang dilakukan
secara paksa oleh kumpulan satu ke kumpulan yang lain. Dengan demikian pada
undang-undang pengadilan hak asasi manusia tersebut secara tegas memberikan
ancaman terhadap pelakunya.>

B. Pengertian Genosida

Secara bahasa genosida berasal dari dua kata “geno” dan “cidium”. Kata geno
berasal dari bahasa Yunani yang artinya “ras” sedangkan kata “cidium” asal kata dari
bahasa Latin yang artinya “membunuh”. Berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 7 Huruf
a UU Pengadilan HAM:

“Genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras,
kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok;
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik
sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok;
memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain”.6

Unsur-unsur genosida meliputi :

a. Dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu.

b. Menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental
yang berat.

c. Menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan
suatu kelompok tertentu secara nyata baik sebagian atau seluruhya.

d. Dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkal kelahiran
terhadap suatu kelompok tertentu.

e. Pemindahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara
paksa terhadap anak-anak.”

Secara yuridis, genosida didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa,
etnis, atau agama. Definisi ini tertuang dalam Konvensi tentang Pencegahan dan
Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide), Tahun 1948, yang kemudian diabsorbsi oleh

5Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Mandar Maju, Bandung, 2012),
hal.89
6Andrey Sujatmoko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2015), hlm. 158
7Andrey Sujatmoko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2015), him. 93
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Statuta ICC, dan juga kemudian dimasukkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.?

Kelompok bangsa dimaksudkan sekumpulan individu-individu yang memiliki identitas
berbeda, yang identitasnya ditetapkan melalui suatu tanah air bersama dari bangsa atau asal
usul bangsa. Kelompok ras berarti sekumpulan individu-individu yang identitasnya ditetapkan
melalui sifat- sifat atau ciri-ciri fisik secara turun-temurun. Kelompok etnis merujuk pada
kumpulan individuindividu yang memiliki satu bahasa bersama, serta tradisi atau kebudayaan
yang turun-temurun serta satu warisan bersama. Sedangkan kelompok agama adalah
sekumpulan individu yang identitasnya ditetapkan melalui keyakinan-keyakinan agama, ajaran-
ajaran, ibadah- ibadah atau ritual-ritual bersama. Selanjutnya menurut ketiga produk hukum
tersebut, kejahatan genosida termasuk didalamnya:

a. Membunuh anggota kelompok tersebut.

b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok.

c. Menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut
musnah secara fisik baik seluruh atau sebagainya.

Memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut.

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.®

Membunuh anggota-anggota kelompok, termasuk pembunuhan langsung dan
tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian. Dalam elemen-elemen kejahatan
genosida (yang dihasilkan oleh Komisi Persiapan Mahkamah Pidana Internasional)
menyebutkan bahwa istilah “membunuh” dalam poin (a) tersebut di atas, adalah istilah
yang dapat digunakan secara bergantian dengan istilah “menyebabkan kematian”.10
Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok,
termasuk menyebabkan trauma atas anggota-anggota kelompok melalui penyiksaan,
perkosaan dan kekerasan seksual yang meluas, pemaksaan penggunaan obat-obat dan
multilasi.

Selanjutnya, pengertian “dengan sengaja menciptakan keadaan kehidupan
yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh
atau sebagiannya”, termasuk dengan sengaja menghilangkan sumbersumber yang
digunakan untuk kelangsungan hidup seperti air bersih, makanan, pakaian, tempat
perlindungan atau perawatan medis. Penghilangan sumbersumber kelangsungan hidup
dapat dilakukan melalui pengambilan hasil panen, pemblokiran bahan makanan,
penahanan didalam kamp-kamp, atau pemindahan atau pengusiran secara paksa.
Sedangkan pencegahan kelahiran termasuk sterilisasi diluar kemauan, pengguguran

8Human Rights Watch. Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
(Elsam, Jakarta . 2010). Hal 108
9Human Rights Watch. Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
(Elsam. Jakarta. 2010). Hal 110.
10Andrey Sujatmoko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2015), Hlm. 132
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secara paksa, larangan kawin, dan pemisahan pria dan wanita dalam jangka waktu lama
yang dimaksudkan untuk mencegah kawin-mawin/ perkembangbiakan kelompok.1?

Pemindahan secara paksa terhadap anak-anak, dapat dilakukan melalui
paksaan secara langsung atau melalui rasa takut adanya kekerasan, paksaan,
penangkapan, tekanan psikologi atau metode-metode paksaan lainnya. Kejahatan
genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaannya adalah,
pertama korban kejahatan genosida ditetapkan sebagai bagian dari satu keempat jenis
kelompok (bangsa, etnis, ras atau agama), sedangkan para korban “kejahatan terhadap
kemanusiaan” adalah biasanya warga negara, dan penduduk sipil. Kedua, disatu pihak,
genosida mensyaratkan “maksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian”
satu dari keempat jenis 8 kejahatan tersebut di atas, sedangkan di lain pihak, tidak ada
syarat untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.12

C. Teori Mengenai Kejahatan Genosida

Dalam pembahasan tindak kejahatan genosida ini dalam Hukum Internasional
menggunakan teori hak asasi manusia dan teori tanggungjawab negara karena genosida
merupakan suatu pelanggaran ham berat dimana negara-negara harus
bertanggungjawab melindungi negaranya dari kejahatan tersebut :

a. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) : Hak asasi manusia merupakan suatu
tanggungjawab yang telah diserahkan dari negara berupa melindungi setiap hak asasi
manusia dengan memperioritaskan kesamaan di depan hukum dan keadilan. Menurut
Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu
pengayoman kepada HAM yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan
tersebut diserahkan kepada masyarakat supaya bisa merasakan seluruh hak-haknya
yang sudah diberikan oleh hukum. Perlindungan ini berhubungan kuat dengan harkat
dan martabat manusia berdasarkan pada ketentuan hukum suatu negara. Jadi dapat
disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap
manusia dan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.13

b. Teori Tanggungjawab Negara : Hukum Internasional mengenai tanggungjawab
Negara merupakan hukum internasional yang berdasar pada hukum kebiasaan
internasional. Tanggung jawab Negara mempunyai hak dan kewajiban dalam
melindungi setiap warga negara yang ada di luar teritorial negaranya. Secara universal,
tanggungjawab negara ini muncul ketika suatu negara melaksanakan hal-hal berupa
mengingkari perjanjian internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan sautu wilayah
negara lain, merusak hak milik atau wilayah negara lain, melakukan kekerasan dengan

11Andrey Sujatmoko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2015), hlm. 96.
12Tolib Effendi. Hukum Pidana Internasional. (Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2014). Hal.101
13Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Mandar Maju, Bandung, 2012),
hal.129-130
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menggunakan senjata kepada negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara
lain, atau melakukan kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing. Berkenaan
dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam
bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (bringing to justice
the perpetrators) dan memberikan kompensansi atau ganti rugi terhadap korban
pelanggaran HAM. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan individu tanpa
melihat jabatan dan kedudukan individu tersebut. Prinsip tanggung jawab negara dan
prinsip tanggung jawab pidana secara individual, sekarang ini merupakan prinsip-
prinsip yang telah diakui (recognized) dalam hukum internasional.14

Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia pada Pasal 7 menyebutkan, “Kejahatan Genosida” adalah
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam Pasal 8 disebutkan, “Kejahatan
genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut adalah setiap perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. Membunuh anggota kelompok.

b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-
anggota kelompok.

c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.

d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok.

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok
lain.15

Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 di atas tidak mengatur secara tegas
kapan dilakukan kejahatan genosida di waktu damai atau di saat perang, tetapi secara
konsisten memberi ancaman hukuman kepada pelaku. Pada Pasal 3 Konvensi tentang
Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida disebutkan ada lima perbuatan
yang dapat dihukum yaitu: (a) Genosida; (b) Persengkokolan untuk melakukan
genosida; (c) Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan genosida; (d)
Mencoba melakukan genosida; (e) Keterlibatan dalam genosida. Indonesia sampai saat
ini belum melakukan pengesahan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan
Genosida.

14Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Mandar Maju, Bandung, 2012),
hal.132

15Human Rights Watch. Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
(Elsam. Jakarta. 2010). Hal 174
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Pada hal Indonesia mempunyai falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945 yang ‘hitam di atas putihnya’ sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia. Bahkan seharusnya kita berani mengakui kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan telah pernah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, khususnya
selama Orde Baru berkuasa dan ratifikasi genosida khususnya yang berkaitan dengan
agama masih terus dijalankan hingga kini (Tahun 2003). Di Indonesia sejak Tahun
1967, dengan dikeluarkannya Inpres 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan
Adat istiadat Cina, keberadaan kebudayaan Cina yang nota bene telah memberikan
sumbangsih dan memperkaya khasanah budaya Indonesia diupayakan untuk dimatikan
secara sistematis dan terencana.

Demikian pula keberadaan agama Konghucu, walaupun dipeluk oleh sebagian
penduduk Indonesia yang tersebar di semua propinsi yang ada di Indonesia, dengan
Inpres 14 Tahun 1967 itu hendak dimatikan dan upaya itu dilakukan secara
sistematis, dengan mulai dikeluarkannya agama Konghucu dari kolom agama dalam
sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro (sekarang Badan) Pusat Statistik Indonesia,
dilarangnya pencantuman agama Konghucu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP),
dilarangnya pemeluk agama Konghucu mengadakan acara keagamaan di gedung-
gedung umum, ditolaknya pencatatan perkawinan antar pasangan yang beragama
Konghucu di kantor Catatan Sipil. Bahkan, kendatipun Inpres 14 tahun 1967 itu sudah
dicabut dengan Keppres Nomor 6 tahun 2000, pelarangan pencantuman Konghucu
dalam kolom agama di KTP dan penolakan pencatatan perkawinan pasangan Konghucu
masih terus terjadi hingga kini di berbagai kota di Indonesia.16

Bahwa perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap etnis Tionghoa,
khususnya umat Konghucu di Indonesia merupakan cultural genocide (genosida
budaya). Atau dengan kata lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
walaupun diakui ratifikasi secara hukum masih membutuhkan perjalanan panjang.
Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida maupun nilai-
nilai (etika-moral) universal yang terdapat dalam agama-agama dan kepercayaan yang
dipeluk/dianut oleh bangsa Indonesia.

D. Kesimpulan

1. Akar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku
dalam memperjuangkan hak minoritas, latar belakang agama yang di
manifestasikan dengan fanatisme dan latar belakang rasial yang diwujudkan
melalui deskriminasi cultural.

2. Larangan Kejahatan-kejahatan Genosida diatur, baik melalui hukum internasional
(perjanjian-perjanjian dan putusan-putusan Mahkamah Internasional), maupun
oleh ketentuan hukum nasional (Undang-undang Dasar, Undang-undang, dan
Keputusan Presiden).

16Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014). Hal.86
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